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1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa wuntuk mewujudkan efektivitas kebijakan dan
pengendalian ekspor dan impor, memberikan kepastian
dan kemudahan berusaha dalam kegiatan distribusi
barang serta sarana perdagangan, dan memperkuat
pengawasan Kegiatan perdagangan serta menvelaraskan
pengaturan pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, perlu melakukan penyesuaian
terhadap beberapa ketentuan dalam  Peraturan
Pemenintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubshan atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 2% Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan [(Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 53512] sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Nomor 6836);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 6641,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664 1)
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal | angka 25 diubah dan di antara
angka 33 dan angka 34 disisipkan | (satu} angka, vakni
angka 33a schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait
dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam
negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan
tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa
untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

2. Perdagangan . . .
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Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang
mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas
Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui
batas wilayah negara.

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode vang
disusun berdasarkan konsensus semua
pihak/Pemerintah /keputusan internasional yang
terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan
masa depan untuk memperoleh manfaat vang
sebesar-besarnya.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SNl adalah Standar vang ditetapkan oleh
lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan
pembinaan di bidang standardisasi.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, wyang

melakukan Ekspaor,

Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam
daerah pabean.

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga
atau badan wusaha, baik yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, yang
melakukan Impor,

Pelaku Usaha adalah orang perscorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha danjatau kegiatan
pada bidang tertentu.

Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha vang
menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam
negert.

Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi
Barang.

12, Usaha . .
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil,
dan usaha menengah scbagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yvang
bertindak atas namanva sendiri dan/atau atas
penunjukan dari Produsen atau pemasck atau
Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan
kegiatan pemasaran Barang.

Pengemas adalah Pelaku Usaha wvang melakukan
pengemasan Barang,

Pedagang Pengumpul adalah Pelaku Usaha yang
mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan
hasil produks: usaha mikro dan usaha kecil untuk
diperdagangkan.

Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak
sebagai perantara untuk dan atas nama pihak vang
menunjuknyva berdasarkan perjanjian dengan
imbalan  Komisi  untuk melakukan kegiatan
pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau
menguasal Barang yang dipasarkan.

Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi
yang menjual berbagai macam Barang dalam partai
besar dan tidak secara ececran.

Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang
kegiatan pokoknva memasarkan Barang secara
langsung kepada Konsumen.

kKonsumen adalah setiap orang pemakal Barang
dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakal, baik
bagr kepentngan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak uanuk
diperdagangkan.

Perjual Langsung adalah orang perseorangan atau
badan usaha berbentuk persercan terbatas yang
merupakan anpgota mandin jaringan pemasaran atau
penjualan perusahaan.

Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha
yvang berbentuk perscroan terbatas yang melakukan
kKepiatan usaha Perdaganpgan Barang dengan sistem
Penjualan Langsung.

22. Penjualan |
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Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang
tertentu = melalyi  jaringan  pemasaran  yang
dikembangkan oleh Penjual Langsung yvang bekerja
artas dasar Komisi dan fatau Bonus berdasarkan hasil
penjualan kepada Konsumen di luar lokasi cceran,

Penjualan Langsung sccara Single Level adalah
penjualan Barang tertentu wyang tidak melalui
jaringan pemasaran berjenjang.

Penjualan Langsung secara Muli Level adalah
penjualan Barang tertentu melahu  jaringan
pemasaran berjenjang yang dikembangkan oieh
Penjual Langsung yvang bekerja atas dasar Komisi
dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang
kepada Konsumen.

Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk
mendistribusikan Barang yvang dimiliki aleh hanya
satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang
didapat dari perjanjian secara langsung maupun
tidak lanpsung dengan pemilik merek dagang atau
dari kepemilikan atas merek dagang,.

Toko Swalavan adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran
VANg berbentuk minimarket, supermarket,
department store, hypermarket, ataupun grosir yang
berbentuk perkulakan.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdirni dari satu atau beberapa bangunan yang
didirikan secara vertikal maupun horizontal yang
dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau
dikelola s=sendid untuk melakukan  kegiatan
Perdagangan Barang,

Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha
Perdagangan dan komersil lainnya.

Komisi atas Penjualan wvang selanjutnya disebut
Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh
perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya
dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume
atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang
dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi
maupun vang dihasilkan oleh jaringannya.

30, Bonus . ..
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Bornus atas Penjualan yang selanjutmya disebut
Bonus adalah tambahan imbalan yvang diberikan olch
perusahaan kepada Penjual Langsung, karena
berhasil melebihi target penjualan Barang vang
ditetapkan perusahaan.

Program Pemasaran adalah program perusahaszn
dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan
dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui
jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan
Langsung secara Single Level atau Penjualan
Langsung secara Multi Level,

Skema Piramida adalah kegiatan usaha vang bukan
dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi
memanfaatkan  peluang  keikutsertaan  Penjual
Langsung untuk memperoleh imbalan atau
pendapatan terutama dar biaya partisipasi orang lain
vang  bergabung  kemudian  atau setelah
bergabungnya Penjual Langsung tersebut.

Perizinan Berusaha adalah legalitas vang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai  dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelalu
Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnyva disingkat
NIBE adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku
Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
Kepiatan usahanya.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapal diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau
Pelalku Usaha.

Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang
menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala
pemenuhan kebutuhan vang tinggl serta menjadi
faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

37. Barang . . .
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Barang Penting adalah Barang strategis yang
berperan penting dalam menentukan kelancaran
pembangunan nasional.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja
berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai,
yvang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain
dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh
Konsumen atau Pelaku Usaha.

Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara
langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalzh
Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalw
seranghkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang
tertutup dan/fatau terbuka dengan tujuan tidak
untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipaka:
khusus sebaga) tempat penvimpanan Barang yvang
dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan
sendiri,

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata,
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau
badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios,
los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau
koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang
melalui tawar-menawar,

Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG
adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan
kepada pemilik Gudang.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau

dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau
kualitas.

. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau

dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau
dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan
atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada
alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan
hasil pengukuran, penakaran atau penimbanpgan,

48. Persetujuan . . .
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Persetujuan Tipe adalah Perizinan Berusaha berupa
sertifikat yang menyatakan tipe Alat Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan produksi dalam
negeri atau Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan
Alat Perlengkapan asal lmpor telah memperoleh
persetujuan berdasarkan penilaian  kesesuaian
terhadap persyaratan teknis.

Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan
Alat  Perlengkapan adalah suatu  kegiatan
memperbaiki dan/atau memelihara Alat Ukur, Alat
Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan,
dilakukan oleh Heparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang, dan Alat Perlengkapan,

Reparatir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan
Alat Perlengkapan adalah personel atau teknisi vang
telah mempunyal  kemampuan/keahlian  dalam
bidang Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,
dan Alat Perlengkapan.

. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang setengah

jadi, atau Barang jadi yang dapat diolah menjadi
Barang setengah jadi atau Barang jadi yang
mempunyai nilal ekonomi yang lebih tinggi.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya
disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke
dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh
maupun sebagian dan untuk mempergunakannya
harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau
segel kemasan, dan yang kuantitesnya ditentukan
sebelum  diedarkan, diyjual, ditawarkan, atau
dipamerkan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia
Tahun 19435,

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penvelenggara pemerintahan daerah vyang
memmpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan dacrah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

a6. Petugas . . .
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Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai
negeri sipil pada unit vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat
maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan
pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.

Penyidik Pepawal Negeri Sipil Perdagangan vang
selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawal negeri
sipil tertentu scbagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik vang ada
di pusat maupun daerah yang dibert wewecnang
khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan.

Ketentuan ayat (2] dan avat {4) Pasal 4 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

{1}

12

(3}

Paszal 4

Menteri dapat menetapkan pelaksanaan verifikasi
atay penelusuran teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf | terhadap Barang
terteiL.

Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan
terhadap Barang tertentu  dengan  kriteria
yang disepakati dalam rapat koordinasi di:

a. kementerian vang menvelengparakan
gsinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan wrusan  kementerian  dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  di  bidang
perekonomian; atau

b. kementerian yang menyelenggarakan
ginkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
urusan kementerian di bidang pangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang tertentu yang
dapat dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis
dan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis
diatur dengan Peraturan Menteri.

(4] Jenis . ..
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(4) Jenis Barang tertentu wyang diatur berdasarkan

Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayali (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang dipimpin oleh;

a. menteri yang menvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian  pelaksanaan
urusan kKementerian dalam penvelengearaan
pemerintahan di bidang perekonomian; atau

b. menteri vang menyvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang pangan,

vang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk
meweakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas
narma menteri/ kepala lembaga pemerintah
nonkementerian,

Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagai berilut:

(1]

(2]

(2]

Pasal 9

Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam
keadaan baru.

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan
Barang vang diimpor dalam keadaan tidak baru
berdasarkan:

a. peraturan perundang-undangan;
b. kewenangan Menteri; dan/atan

e. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi
pemerintah lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yvang diimpor
dalam keadaan tidak baru scbagaimana dimaksud
pada ayat (2] diatur dengan Peraturan Menteri.

(4] Jenis . . .
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Jenis Barang yang diatur berdasarkan Peraturan
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang
dipimpin oleh menteri wvang menvelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan urusan kementenan dalam
penvelengparaan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menteri/ kepala lembaga
pemerintah  nonkementerian atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
schapail berikut;

(L)

(2]

3

(4]

SK No 284842 A

Pasal 10

Eksportir dilarang mengekspor Barang vang
ditetapkan sebagal Barang vang dilarang untuk
dickspor,

Impartir dilarang mengimpor Barang yvang ditetapkan
sebagal Barang vang dilarang untuk diimpor,

Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan Barang yang dilarang
untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
harus memenuhi kriteria:

a, terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan,
keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan,

dan lingkungan hidup;

b. terkait dengan keamanan nasional, kepentingan
nasional, atau kepentingan umum, termasuk
sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/atau

¢. termasuk tumbuhan alam dan satwa liar yang
perlu dijaga kelestariannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenal Barang vang dilarang
untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Barang vang dilarang untuk diimpor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diatur dengan Peraturan
Menteri.

(5) Jenis . . .
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{9) Jemis Barang yang dilarang untuk diekspor dan

Barang yvang dilarang untuk diimpor berdasarkan
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada
avat (4} dapat diubah berdasarkan hasil rapat
koordinasi vang dipimpin oleh:

a. menteri yang menvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan kementerian dalam penvelenggaraan
pemerintahan di bidang perckonomian; atau

b.  menteri yang menyelengegarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian Urusan
kementerian di bidang pangan,

vang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian atau pejabat yvang ditunjuk untuk
mewalkili yang diberikan kewenangan untuk dan atas
nama menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.

Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi
sebagal beriloat:

(1]

(2]

(]

Pasal 12

Importir dilarang mengimpor Barang vang tidak sesuai
dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor,

Barang vyang impornya dibatasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. memenuhi standar pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melindungi keamanan nasional, kepentingan
nasional, atau kepentingan umum, termasuk
sosial, budaya, dan moral masyarakat; dan/fatau

. melindungi kesehatan, keselamatan manusia,
hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang vang dibatasi
untuk Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
aval (2] dan Barang yang dibatasi untuk Impor
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] diatur dengan
Peraturan Menteri.

4] Jenis . . .
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Jenis Barang vang dibatasi untuk diekspor dan
Barang vang dibatasi untuk diimpeor berdasarkan
Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang dipimpin oleh:

a, menteri yang menvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian; atau

b.  menteri vang menyelenpgarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang pangan,

vang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian atau pejabat vang ditunjuk untuk

mewakili vang diberikan kewenangan untuk dan atas
namea menteri/kepala lembags pemerintah
nonkementerian.

Importir yang melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dikenai sanksi administratil,

6. HKetentuan Pasal 14 diubah sehingpga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Pelaksanaan atas kebijakan dan pengendalian Impor
Barang tertentu dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan terhadap kepatuhan Importir dalam
pelaksanaan kebjjakan dan pengendalian [mpor
Barang tertentu berupa:

a. NIB vyang berlaku sebapgai angka pengenal
Importir;
b.  Perizinan Berusaha di bidang Impor;
c. verifikasi atau penclusuran teknis; dan/atau
d. ketentuan pelabuhan tujuan.
(3] Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)

SK No 284840 A

dilakukan oleh:

a, kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan di kawasan
pabean; dan

b.  kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan setelah
melalui kawasan pabean.

(4) Dalam . , .
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Dalam hal diperlukan, pengawasan setelah melalui
kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada avat {3)
huruf b dapat dilakukan di kawasan pabean bekerja
sama dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan atas
pelaksanaan kebijakan dan pengendalian Impor
Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Jemis pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan
pengendalian Impor Barang tertentu berdasarkan
Peraturan Menteri scbapaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diubah berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang dipimpin oleh:

a. menter vang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian  pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian; atan

b. menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang pangan,

vang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah

nonkementerian atau pejabat vang ditunjuk untuk

mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas
nama menteri/ kepala lembaga  pemerintah
nenkementerian,

Ketentuan ayat (2] Pasal 19 diubah sechingga berbunvyi
sebagai berikut:

(1)

(2]

Pasal 19

Dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna
pendalaman dan penguatan struktur industri dalam
negerli, Menteri dapat mengendalikan melalui
pembatasan Ekspor dan Impor Barang sebagai Bahan
Baku dan/atau bahan penolong industri.
Pembatasan Ekspor dan Impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan melalui rapat
koordinasi di:

Aa. kementerian yang menyelenggarakan
sinkronisas! dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan  urusan  kementerian  dalam

penyelenggaraan  pemerintahan di bidang
perekonomian; atay

b. kementerian . . .
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b. kementenan vang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
urusan kementerian di bidang pangan,

Mentern dapat menetapkan Barang sebagai Bahan
Baku dan/atau bahan penolong industri vang dibatasi
Ekspor dan !mpornya dalam hal telah diputuskan
dalam rapat terbatas dan/atau sidang kabinet.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk dilakukan pengawasan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan,

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 194 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2]

Pasal 194

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan
Pasal 19 dilaksanakan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan sinkronisas: dan
koordinasi serta pengendalian  pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian, untuk
komoditas nonpangan; atau

b. menteri vang menyelenggarakan sinkronisasi dan

koordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di bidang panpgan, untuk komoditas
pangarn.,

Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi
dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan  kementerian  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan di  bidang perckonomian dan
kementerian yang menvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di
bidang pangan melakukan koordinasi terkait
penentuan jenis komoditas pangan atau nonpangan,

g, Ketentuan . ..
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Ketentuan ayat (5) Pasal 20 diubah schingga berbunyi
sebagal berikut:

(1]

{2

12

(4]

5]

o)

Pagal 20

Sctiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau
melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang
vang diperdagangkan di dalam negeri.

Perdagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik serta Perdaganpan yanpg Distribusi
barangnya dilakukan secara tfidak langsung dan
secara langsung Single Level atau Multi Level

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh:

a. Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
b, Importir untuk Barang asal lmpor; dan

€. Pengemas untuk Barang vang diproduksi dalam
negeri atay asal Impor yang dikemnas di wilayah
Republik Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang vang wajib
mengpunakan atau melengkapi label berbahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Jenis Barang berdasarkan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah
berdasarkan hasil rapat koordinas: yang dipimpin oleh
menteri vang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan wurusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang perekonomian, vang dihadiri menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat
yvang ditunjuk wuntuk mewakili vang diberikan
kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian,

Pelalku Usaha yvang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi admimstratif,

10. Pasal 26 dihapus.

11. Ketentuan , . .
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Ketentuan ayat {2} Pasal 29 diubah dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29
(1] Selain Pelaku Usaha sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat {3), Pedagang Pengumpul wajb
mencantumkan label berbahasa Indonesia.
(2} Pedagang Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi
administratif.

13] Dihapus.

kKetentuan ayat (2) Pasal 30 dihapus sehingga berbunyi
sebagai berntkut:
Pasal 30

{1] Pembinaan terhadap pencantuman label berbahasa
Indonesia dilakukan oleh Menteri,

{2) Dihapus.

{3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dilakulan secara sendiri atau bersama-
sama dengan Kementerian dan/atau lembaga teknis

terkait pada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.,

(4) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara langsung kepada Pelaku Ussgha
dan/atau Konsumen dalam bentuk:

a. pclayanan dan penyvebariuasan informasi;
b. edukasi; dan/atau

¢, konsultasi.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingpa berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh
Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat
dibuktikan dengan adanya:
a. perjanjian, untuk Distributor, Agen, dan waralaba;
dan
b. perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi
secara  tertulis untuk  Grosir/Perlkulakan  atan
Pengecer.,
14. Ketentuan ., . .
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14. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 dihapus sehingga berbunyi
sebagal berikut;

15.

(1)

(2]

(3)

4]
(3

Pasal 35

Produsen di dalam negeri dapat menunjuk Pelaku
Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk
mendistribusikan Barang kepada Pengecer,

Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk
Pelalou Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen
untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.

Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor
tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan
Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak
dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk
mendistribusikan Barang dengan jenis dan merck
Vang sama,

Dihapus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perikatan untuk
pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen
diatur dengan Peraturan Menteri,

Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah schingga berbuny:
sebapal berikut:

(1)

<]

]

Pasal 37

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
avat (2] huruf ¢ dan ayat (3) huruf ¢ serta Pasal 35
ayat (1) dan avat (2] dalam mendistribusikan Barang
harus menggunakan sarana penjualan toko dan/atau
sarana penjualan lamnya.

Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa;

a. Toko Swalayvan; atau

b. toko dengan sistem pelayanan konvensional.

Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:

a. sistem elektronik;

b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik;
atau

c. penjualan bergerak.
16, Ketentuan . . .
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16. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai

o

berikut:
Pasal 38

Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 avat {2)
huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;

b, memiliki atau menguasai tempat usaha dengan
alamat yang benar, tetzp, dan jelas;

c. memilikn atau menguasar Gudang yang sudah
tercaftar dengan alamat vang benar, tetap, dan jelas;
dan

d. memiliki perikatan berupa perjanjian scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan Produsen

atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang
altan didistribusikan.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 39

Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3]

huruf a wajib memenuhi kefentuan;

a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Apen;

b, memiliki atau menguasai tempat usaha dengan
alamat yang benar, tetap, dan jelas;

c. memiliki perikatan berupa perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan pihak yang
menunjuknya yvang mengatur hak dan kewajiban
masing-masing pihak; dan

d. menjalankan wusaha berdasarkan Komisi vang

diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40
Grosir/ Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat [2) huruf b dan ayat [3) huruf b wajib memenuhi
ketentuan:

a.  memiliki Perizinan Berusahe sebagai
Grosir/Perkulakan; dan

b. memiliki .
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b.  memiliki kerja sama dengan Produsen, Distributor,
atau Importir Barang vang dilandasi dengan perikatan
berupa perjanjian, penunjukan, danfatau bukti
transaksi secara tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 huruf b,

Ketentuan Pasal 41 diubah schingga berbunyi scbagai
berikut:

Pasal 41

Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat {2)
huruf ¢ dan ayat (3] huruf ¢ wajib memenuhi ketentuan:

a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Pengecer;

b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau
tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan
jelas; dan

¢. memiliki kerja sama dengan Produsen di dalam negeri,

Distributor, Agen, dan/atau Grosir/Perkulakan vang
dilandasi dengan perikatan berupa perjanjian,
penunjukan, dan/atau bukt transaksi secara tertulis
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.

Ketentuan ayat (3) Pasal 43 diubah dan setelah ayat (3)
ditambahkan 1 (satu} ayat, yakni ayat (4) sehingea
Pasal 43 berbuny: sebagai berikut:

Fasal 43

(1) Perusahaan wyang melakukan kegatan Distribusi
Barang dengan sistem Penjualan Langsung harus
memenuhi kritéria sebagai berikut:

a. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap
Barang vang akan didistribusikan melalui
penjualan sccara langsung;

b, memiliki Program Pemasaran;
memiliki kode etik;

d. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalis
sistem jaringan; dan

0

e. melakukan penjualan Barang secara langsung
kepada Konsumen melalai jaringan pemasaran
vang dikembangkan cleh Penjual Langsung.

(2} Program . . .
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(2) Program Pemasaran sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia
dan mencantumkan informasi paling sedikit
mengenai.

a. daftar dan profil Barang yang paling sedikit
meliputi gambar, harga jual, dan manfaat;

jenis Program Pemasaran yvang digunakan;
biaya pendaftaran calon Penjual Langsung;

RS

isi alat bantu penjualan:

alur penjualan Barang dari perusahaan sampai
dengan kepada Kensumen;

m

f.  jenis, perhitungan, serta jumlah Komisi dan/atau
Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual
Langsung yang dibuat dalam mata uang rupiah;,

g, simulasi perhitungan HKomisi dan/fatau Bonus
kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan
tertentu,

h. svarat dan kelentuan dalam mendapatkan Komisi
dan/atau Bonus, dan

1. jadwal pembayaran Komisi dan/atau Bonus,

(3] Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
paling sedikit memuat:

a. persyaratan menjadi Penjual Langsung;

b. prosedur pendafiaran Penjual Langsung;

c. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung;

d. prosedur pendaftaran dalam keanpgotaan,

e. hak dan kewajiban perusahaan;

f. hak dan kewajiban Penjual Langsung;

E. program pembinaan bantuan pelatihan dan/atau

fasilitas yang diberikan perusahaan Penjual
Langsung,;

h. panti rugl atas Barang yang tidak sesual dengan
kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan
prosedurnya;

i, larangan bagi Penjual Langsung,
j.  sanksi;

k. prosedur . . .

SK No 284832 A
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k. prosedur penyampaian pengaduan bagi Penjual
Langsung dan Konsumen kepada Perusahaan
Penjualan Langsung; dan

. prosedur penyelesaian perselisthan antara
Perusahaan Penjualan Langsung dengan Penjual
Langsung, Penjual Langsung dengan Konsumen,
dan antar Penjual Langsung.

Persyaratan menjadi Penjual Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf a untuk orang
persecrangan harus berusia minimal 18 (delapan
belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk atau cakap hukum,

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut;

(1)

(2]

()

Pazal 44

Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 avat (1) huruf a didapat dari perjanjian
secara langsung maupun tidak langsung dengan
pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas
merek dagang.

Dalam hal Hak Distribusi Eksklusil didapat dari
perjanjian dengan pemilik merek dagang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perjanjian dibuat dalam
Bahasa Indonesia dan paling sedikit mencantumkan
informasi:

a. nama, alamat, dan pihak wyang membuat
perjanjian;
b. tujuan perjanjian;
nama Barang, merek/jenama, dan tipe Barang
vang diperjanjikan; dan
d. jangka waktu perjanjian.
Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif diperoleh melalui
perjanjian secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perjanjian tersebut dibuat dengan
ketentuan:

a. dilakukan antara Perusahaan  Penjualan
Langsung dan pemilik merek dageng; dan

b. dilengkapi . . .
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b, dilengkapi dengan sertifikat merck ateu bukti
permohonan  pendaftaran merek atas nama
pemilik merek dagang dengan kelas merek yang
sesuai dengan jenis Barang vang diperjanjikan.

Dalam hal Hak Distribusi Eksklusii diperoleh melalui

perjanjian  secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perjanjian tersebut harus
dilengkapi dengan;

a. rantai perjanjan Distribusi eksklusif vang
menunjukkan keterhubungan secara berjenjang
hingga pemilik merek dagang, dan

b. sertifikat merek atau bukti permochonan
pendaftaran merek atas nama pemilik merek
dagang dengan kelas merek vang sesual dengan
jenis Barang yang diperjanjikan.

Kepemilikan atas merek dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat

merek atau bukti permohonan pendaftaran merek
atas nama pemilik merelk dagang dengan kelas merek
yang scsual dengan jenis Barang.

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 [satu) pasal,
vakni Pasal 45A sehingga berbunyl sebagai berikut:

Pasal 4354

Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dinyatakan telah berakhir jika:

a. perjanjian Hak Distribusi Eksklusif telah berakhir;

b, masa pelindungan merek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan  telah  berakhir;
dan/atau

c. pendaftaran merek ditolak.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 51

Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di
bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan:

B,

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang
secara tidak benar, berbeda, atau bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya;

b. menawarkamn ; . .
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menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau
cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik
fisik maupun psikis terhadap Konsumen;

menawarkan Barang dengan membuat atau
mencantumkan klausula baku pada dokumen
dan/atau perjanjian yang tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan Konsumen;

menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar
dari instansi teknis vang berwenang, khususnyva bagi
Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan
Standar mutu Barang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menjual Barang yang tercantum delam perizinan
berusahanya melalul saluran Distribusi  tidak
langsung dan /atau enline market ploce;

menjual langsung kepada Konsumen tanpa melahai
jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual
Langsung;

melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan
dana masyarakat;

membentuk jaringan pemasaran dengan
menggunakan Skema Piramida;

menjual dan/atau memasarkan Barang vang tidak
tercantum dalam Program Pemasaran;

menjual produk komoditi berjangka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

menjual Jasa;

menjual dan/atau memasarkan Barang dengan Hak
Distribusi Eksklusif yvang dinyatakan tidak berlaku;
dan/atau

menggunakan alamat atau tempat usaha berupa

kantor virtual atau ruang bersama feo-working space)
vang tidak memiliki ruang kerja fisik permanen.

24, Di antara .
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24, Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan | (satu) pasal,
yvakni Pasal 51A sehingga berbuny: sebagai berikut:

25,

Pasal 514

Skema Piramida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf | memiliki kriteria:

.

menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalu
luran keanggotaan atau pendaftaran (perekrutan)
scbagai Penjual Langsung secara tidak wajar;

menerima pendaftaran keanggotaan sebagal Penjual
Langsung dengan nama dan identitas yang sama lehih
dart 1 [satu) kals;

memberikan Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran
keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
dan/atau

memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program

Pemasaran yang bukan berasal darl hasil penjualan
Barang.

Ketentuan Pasal 54 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 54
Barang yang termasuk kategori:

a. produk komoditi berjangka sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Barang yvang pendistribusiannya telah diatur
secara khusus sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

¢. produk yang bersifat investasi; atau

Barang yang tidak bisa dialihkan
kepemilikannya,

dilarang dipasarkan melalui  sistem Penjualan
Langsung.

(2) Jasa dilarang dipasarkan melalui sistemn Penjualan

Langsung.

26. Ketentuan . . .
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26. Ketentuan ayat (4) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2

{3)

Pasal 60

Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang

terbuka,

Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digolongkan atas:

a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:

1.

luas 100 m? (seratus meter persegi} sampai
dengan 1.000 m? (seribu meter persegil;
dan/atau

kapasitas penyimpanan antara 360 m? (tiga
ratus enam puluh meter kubik) sampai
dengan 3.600 m? [tiga ribu eriam ratus meter
kubik).

b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria:

1.

luas di atas 1.000 m< [seribu meter persegi)
sampai dengan 2.500 m? (dua ribu lima ratus
meter persegi); dan/atau

kapasitas penvimpanan di atas 3.600 m?
[tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai
dengan 9.000 m? (sembilan ribu meter
kubik).

c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria:

1,

2,

luas di atas 2.500 m? [dua ribu lima ratus
meter persegi); dan/atau

kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m?
(sembilan ribu meter kubik),

d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria:

Ls

Gudang berbentuk silo atau tangki;
dan/atau

kapasitas penyimpanan paling sedikit
762 m? {tujuh ratus enam puluh dua meter
kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).

Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m? (seribu
metler perseg),

(4) Penggolongan . . .
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[4] Penggolongan Gudang sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dan ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan
Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang
dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga
pemerintah  nonkementerian atau pejabat vang
ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

Ketentuan Pasal 64 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 64

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang vang
melakukan penvimpanan Barang yang ditujukan untuk
diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan
administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang
disimpan dan jumlah barang vang masuk dan yang keluar
dart Gudang.

Ketentuan avat {1) dan ayatl (3) Pasal 65 diubah schingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

{1) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 paling sedikit memuat

informasi mengenai:
pemilik Barang;
NIB pemilik Barang;
jenis atau kelompok Barang;

satuan Barang;

a
b

=

d.

e. stok awal Barang;

. jumliah Barang masuk;
g. tangpgal masuk Barang;
h. asal Barang;

jumlah Barang keluar,;

j. tanggal . . .
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tanggal keluar Barang;

J
k. tujuan Barang,

sisa Barang vang tersimpan di Gudang (stok]); dan

m. harga jual, khusus untuk Barang Kcbutuhan
Polkok dan Barang Penting.

(2) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi

]

Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas
Pengawas Perdagangan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Perdagangan dan/atau dinas
provinsi/ kabupaten /kota vang membidangi
Perdagangan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  mekanisme
pencatatan  administrasi  Gudang sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan Peraturan
Menter.

Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

11

(<]

(3]

Passl 68

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64  wajib
memberikan data dan informasi mengenai
ketersediaan Barang yvang ada di Gudang vang
dikuasainya, jika diminta oleh Menteri, Gubernur DKI
Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, bupati /wali kota,
atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam  hal pengelolaan Gudang  dilakukan
berdasarkan kerja sama antara pemilik, pengelola,
atau penyewa Gudang dengan pemilik Barang, pemilik
Barang memberikan persetujuan kepada pemilik,
pengelola, atau penyewa Gudang untuk
menyampaikan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal pemilik, pengeleola, atau penyewa Gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] menvimpan
Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting,
wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi
Gudang secara berkala setiap bulan Kepada Menter,

(4) Penvampaian . . .
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Penvampaian laporan pencatatan administrasi
Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat [3]
dilakukan secara elektronik.

30, Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

i1

(2]

(4)

SK No 275767 A

Pasal 70

Dalam melaksanakan pemenuhan ketersediaan
Barang, stabilitas harga, dan kelancaran Distribusi
Barang, serta peningkatan profesionalitas pengelolaan
Gudang, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKkI
Jakarta dan/atau bupati/wali kota menugaskan
kepala dinas yang membidangi Perdagangan untuk
melakukan pembinaan terhadap pendaftaran
Gudang, penyimpanan Barang di Gudang, pencatatan
administrasi Gudang, pelaporan catatan administrasi
Gudang, dan pengelolaan Gudang.

Pembinaan pendaftaran Gudang, penyimpanan
Barang di Gudang, pencatatan administrasi Gudang,
dan pelaporan catatan administrasi Gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa
pelatihan, konsultasi, dan/atau kunjungan lapangan.

Pembinaan  pengelolaan  Gudang  schagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. penerapan sistem dan prosedur pelayanan Jasa
pergudangan;

b, penerapan Standar keschatan, keselamatan, dan
lingkungan hidup;

pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur Gudang;

d. kerja sama dan koordinasi untuk optimalisasi
kelancaran arus Barang dan dan ke dalam
Gudang: dan/atau

e. penerapan teknologi sistem informasi dan
komunikasi untuk menunjang kelancaran arus
Barang.

Pelaksanaan pembinaan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), avat {2), dan avat (3] dilakukan oleh dinas

Provinsi DKI Jakarta dan dinas kabupaten [ lcota yang

membidangl Perdagangar.

(%) Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
avat {4) dapat berkoordinasi dengan dinas provinsi
vang membidangl Perdagangan dan/atau Menteri.

Ketentuan avat (2) Pasal 73 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikuat:

(1)

<]

1]

|4

Pasal 73

Pembangunan danfatau revitalisasi Pasar Rakyat
schagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat [2)
huruf a mencakup:

& hsik;

b. manajemen;
c. ekonomi, dan
d. sosial.

Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan
berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait bangunan
meliputi:

a, kondisi fisik bangunamn dengan
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan
pedagang;

b. zonasi Barang yang diperdagangkan;

c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan
ling<ungan;

d. kemudahan akses transportasi; dan
sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (£} berlaku untuk Pasar Halyat
vang dibangun melalui anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan/atau sumber lain vang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Raloyat
depgan mempertimbangkan paling sedikit:

a. peningkatan profesionalisme pengelola;

b. pemberdayaan . . .



SK No 284822 A

(Sl

PRESIDEN
REPUBLIKX INDONESIA

b. pemberdayaan Pelaku Usaha;

pemantauan Barang terhadap pemenuhan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
dan/atau

d. penerapan standar operasional prosedur
pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Pembangunan dan /atau revitalisasi sosial
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem
interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan,
antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen,
dan pembinaan pedagang kala lima untuk
mewujudkan Pasar Rakvat wvang kondusil dan
nyamarn.

32, Ketentuan ayat (4) dan ayat (3) Pasal 98 dihapus schingga
berbunyi sebagai beriloat:

(1)

(2

(3]

()
(S)

Pasal 98

Toke Swalayan dalam menjual Barang vyang
menggunakan merek Toke Swalayan  sendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2
mengutamakan Barang produksi UMK-M dan Barang
vang diproduksi di Indonesia.

Toko Swalavan dilarang memaksa Produsen
UMEK-M yang akan memasarkan produksinya di dalam
Toko Swalayvan untuk menggunakan merek milik Toko
Swalayan pada hasil produks: UMK-M yang telah
memiliki merek sendir.

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan
Barang hasil produksi UMK-M dengan merek Toko
Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama UMK-M
yvang memproduksi Barang.

Dihapus.
Dihapus.

33. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) pasal,
vakni Pasal 98A schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98A . . .
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Pasal 98A

(1] Pemerintah memfasilitasi peningkatan pemasaran
produk dalam negernn melalui kerja sama dengan
Pelaku Usaha Toko Swalayan vang tergabung dalam
jaringan pemasaran global {global supply chain).

(2] Dalam  melaksanakan  fasilitasi  sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Pemerintah mendorong
Pelaku Usaha Toko Swalavan untuk membuka akses
pemasaran produk dalam negeri ke gerai Toke
Swalayan di luar negeri.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pzasal 90

(1} Pelaku Usaha yvang mengelola Pusat Perbelanjaan dan
Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi
Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal penyvelenggaraan perizinan  berusaha
berbasis risiko,

{2] Pelaku Usaha vang berada di dalam Pasar Rakyvat atan
Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan
Berusaha sesuai dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko.

Ketentuan ayat (6) Pasal 108 diubah sehingga berbunyi
sebagail berikut:

Pasal 108

(1) Produsen sebelum memperdagangkan atau Importir
sebelum melaksanakan Impor Barang yang telah
diberlakukan SNI secara wajib atau persyaratan
teknis wvang telah diberlakukan secara wajib
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 107 avat (1)
wajib:

a. mendaftarkan Barang vang diperdagangkan
kepada Menteri; dan

b. mencantumkan nomor pendaftaran pada Barang
dan /atau kemasannya,

{(2) Pendaftaran . . .
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Pendaftaran dilakukan sebelum diperdagangkan
untuk Barang produksi dalam negeri atau sebelum
diimpor untuk Barang luar negeri.

Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan terhadap pangan olahan, obat,
kosmetik, dan alat kesehatan,

Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada
ayal (3] dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Barang vyang wajib dilakukan  pendaltaran
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menten,

Daftar Barang yang diatur berdasarkan Peraturan
Menteri scbagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi vang
dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan Urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menteri/ kepala lembaga
pemerintah  nonkementerian atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

Ketentuan, persyvaratan, dan tata cara pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenal penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko,

Ketentuan ayat (4), ayat (3), dan ayat (7) Pasal 109 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(L)

Pasal 109

Produsen atau Importir wajib mendaftarkan Barang
terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,
dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri
atau diimpor, sebelum beredar di pasar.

{2) Penetapan . . .
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Penctapan jenis Barang yang terkait dengan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
berdasarkan Krteria SNI atau Standar lain vang
diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi:

a. Barang listrik dan elektronika; dan

b. Barang vang mengandung bahan kimia
berbahaya,

Penctapan jenis Barang listrik dan  elektronika
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] hurul a
dilakukan berdasarkan bahava kejut listnik bagi
Konsumen dan/atau bahaya bagi lingkungan hidup.

Penetapan jenis Barang yang mengandung bahan
kimia berbahava sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan
kimia yang berbahaya bagi Konsumen dan/atau
bahava bagt lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Barang yang wajib
dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
aval (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Daftar Barang vang diatur berdasarkan Peraturan
Menten sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dapat
diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang
dipimpin olech menteri vyang menvelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalan
pelaksanaan urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menteri/ kepala lembaga
pemerintah  nonkementerian atau pejabat vang
ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan
upntuk dan atas nama menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

Kewajiban pendaftaran Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayalt (1) dikecualikan terhadap Barang
yang telah diberlalkukan SNI secara wajib dan/atau
Barang vang telah diatur pendaftarannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pendaltaran  Barang  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

{10) Produsen . . .
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{(10) Produsen atau I[mportir vang tidak memenuhi
ketentuan kewajiban pendaltaran Barang
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dikenai sanksi
administratl.

(11} Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

Ketentuan avat {4) Pasal 112 diubah sehingga berbunvi
schagai berikut:

Pa=al 112

{1] Tanda SNI atau tanda kesesualan atau sertifikat
kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107
ayat {3} dan Pasal 110 ayat {4) diterbitkan oleh
lembapga penilalan kesesualan vang terakreditasi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

(2] Dalam hal lembaga penilaian kesesualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi,
Menteri, menteri, atau kepala lembapa pemerintah
nonkementerian sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat menunjuk lembaga
penilaian kesesuaian yang sudah terakreditasi untuk
ruang lingkup sejems,

(3] Penumjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama untuk jangka wakiu 2 (dua)
tahun.

(4) Lembaga  penilaian  kesesualan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dan ayat |2) harus terdaitar

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Ketentuan ayat {2} Pasal 113 diubah sehingga berbunyi
sebagal benkut:
Pasal 113

(1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan komoditas dan
pasar tujuan Ekspor prioritas serta kebjjakan Ekspor
lainnya.

(2} Penetapan . . .
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Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat
koordinasi yang dipimpin oleh:

a. mentert vang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian  pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian, untuk
komoditas nonpangan; atau

b. menteri vang menyelenggarakan sinkronisasi dan
keordinasi serta pengendalian urusan
kementerian di iidang pangan, untuk komoditas

PANZAn.
Komoditas dan pasar tujuan Ekspor prioritas serta
kebijakan Ekspor lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi rujukan kementerian/lembaga
dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Ekspor,

Ketentuan ayat (3) Pasal 121 dihapus sehingga berbunyi
sebagat berikut:

1]

(<]

(3}

(4]

Pasal 121

Promosi dagang yang berupa misi dagang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 avat (2|
hurufl b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis
internasional untuk memperluas peluang
peningkatan Ekspor.

Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kKunjungan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga
lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka
melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan
hubungan Perdagangan kedua negara,

Penyelenggaraan misi  dagang dalam  rangka
kunjungan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diselenggarakan cleh Menteri.

Dalam menyelenggarakan misi dagang scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
melaporkan rencana dan hasil penyelenggaraan misi
dagang kepada Menteri.

Dihapus.

40, Ketentuan . . .
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40. Ketentuan ayat {3) Pasal 128 diubah schingga berbunyi

41,

sebagai berikut:
Pasal 128

i1} Setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan yang diproduksi di dalam negen
sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari Impor
sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia wajib
memiliki Persetujuan Tipe.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenat daftar Alat Ukur, Alat
Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang
wajib memiliki Persetujuan Tipe sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

i3} Daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat
Perlengkapan wyang cdiatur berdasarkan Peraturan
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat
diubah berdasarkan hasil rapat koordinasi yang
dipimpin oleh menter:i yang menyelenggarakan
sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian
pelaksanaan urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian, yang dihadiri menterifkepala lembaga
pemerintah  nonkementerian  atau  pejabat  yang
ditunjuk untuk mewalkili yang diberikan kewenangan
untuk dan atas nama menterifkepala lembaga
pemerintah nonkementerian,

(4] Ketentuan persyaratan dan tata cara penerbitan
Persetujuan Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai  penyelenggaraan  perizinan
berusaha berbasis risiko.

Ketentuan avat (1} dan ayat (3) Pasal 133 diubah dan
setelah avat (3] ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4)
sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

(1} Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk
memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran
kuantitas.

{2]) Pengaturan _ . .
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(2) Pengaturan tentang BDKT scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas
nominalnya dinvatakan dalam berat, volume, panjang,
luas, atau jumlah hitungan, yvang merupakan:

a. produksidi dalam negeri;
b. Impor; dan
¢, Barang atau komoditas produksi dalam negen

atau asal Impor vang dikemas di wilayah Republik
Indonesia.

[3) Pengaturan tentang BDKT scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang vang
dijua! dalam kemasan yang isinya berupa mzkanan
atay minuman vang menurut kenyataannya mudah
basi atau tidak tahan lebih dari 7 {tujuh) hari,

(4] Ketentuan mengenai jenis produk BDKT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} diatur dengan Peraturan
Menteri.

Ketentuan Pasal 134 diubah schingga berbunyl sebagas
beriku

Pasal 134

Pelaku Usaha vang memproduksi atau mengimpor BDKT
dan/atau mengemas Barang untuk diperdagangkan wajib
mencantumbkan informasi;

a4, nama Barang;

b. nama dan alamat perusahaan; dan
c. kuantitas,

pada kemasan dan/atau label,

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingpga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 135

(1) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau
label BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
huruf ¢ harus memuat:

a, kata kuantitas;
b. kuantitas nominal; dan

c. satuan ukuran, atau hitungan untuk BDEKT
tertentu.

[2) Kata . . .
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kKata kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf a meliputi:

a. Dberat bersih atau neto;

isi bersih atau neto;

isi arau jumlah;

berat tuntas atau bobot tuntas;
panjang; dan/atau

T T - R

luas.

Kuantitas nominal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b menerangkan berat, volume, panjang,
luas, atau jumlah hitungan dalam kemasan.

Satuan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ disertai dengan pencantuman lambang satuan
sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Ketentuan lebih lanjur mengenal penggunsaan kata
kuantitas, kuantitas nominal, dan satuan ukuran,
atau hitungan untuk BDKT tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat {3), dan ayat (4}
cdiatur dengan Peraturan Menten.

. Ketentuan Pasal 136 diubah schingga berbunyi scbagan

berikut:

(1}

(<]

(4

Pasal 136

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
harus mengpunakan tulisan yang mudah dibaca,
jelas, benar, dan mengguanakan bahasa Indonesia
sesual dengan ketentuan sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 21.

Pencantuman informasi pada kemasan dan/atau label

BDET dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak
mudah lepas, tidak mudah luntur atau rusak, serta

mudah untuk dilihat, dibaca, dan harus bersifat tetap.
Informasi mengenai kuantitas nominal dan satuan
ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135
ayat {3) dan ayat (4) harus mengikuti ketentuan tinggi
angka dan tunggi huraf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingg angka dan
tingei huruf sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

45. Ketentuan . . .
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45. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

46.

(1)

(2

Pasal 137

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor
BOKT dan/fatau mengemas Barang untuk
diperdagangkan wajib menjamin kebenaran Kuantitas
vang tercantum dalam kemasan dan/atau label.

Ketentuan mengenai penetapan kebenaran kuantitas
BDKT sebapaimana dimaksud pada avat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan ayat (6] Pasal 139 diubah schingga berbunyi
scbagai berikut;

(1)

(2]

13)

(4

=)

(&)

Pasal 139

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai
wewenang melakukan pengewasan di bidang
Perdagangan sesusi dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri.

Menteri mempunyai  wewenang melakukan
pengawasan di  bidang Perdagangan di tingkat
nasional.
Kewenangan pengawasan olch Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuken oleh
gubernur,

Gubernur mempunyal wewenang —melakukan
pengawasan di bidang Perdagangan di wilayah
kerjanya.

Selain pubernur sebagaimana dimaksud pada ayvat (3),
bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan
pengawasan di bidang Perdagangan berupa:

bahan berbahaya;

Gudang;

minuman beralkohol; dan

. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,

di wilayah kerjanya.

S o

(¥} Pengawasan . , .
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(7] Pengawasan di bidang Perdagangan vang menjadi
kewenangan gubemnur sebagaimana dimaksud pada
ayal (o) tidak termasuk kewenangan pengawasan tata
niaga Impor setelah melalui kawasan pabean.

Pasal 140 dihapus.

Ketentuan ayat (2] Pasal 145 diubah schingga berbuny

sebagai berikut:

Pasal 145

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memilikd
Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau PPNS-DAG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, gubernur
atau bupati/wali kota dapat mengusulkan pegawai
untulk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
Perdagangan kepada Menten.

(2] Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menetapkan pegawai di daerah yang
melaksanakan pengawasan  terhadap kegiatan
Perdagangan.

Ketentuan Pasal 148 diubah sehingge berbunyi sebagait
berikut:

Pazal 149
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Kegiatan
Perdagangan Luar Negeri, kementerian vang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kevangan memberikan data Ekspor dan Impor kepada
lkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, secara waktu nyata
melalui sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

Ketentuan ayat (1) Pasal 155 diubah sehingga berbunyi
sebagai benkut:

Pazal 155

(1) Petugas Pengawas Perdagangan membuat laporan
hasil pengawasan sesuai wilayah kerja kepada
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

(2) Petugas . . .
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Petugas Pengawas Perdagangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan
dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan
dapat merekomendasikan  penpenaan  sanksi
administratif dan/atau tindak lanjut penegakan
hukum pidana,

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 156 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1]

(<]

4]

5]

(6]

Pasal 156

Dalam hal diduga terdapat pelanggaran kegiatan di
bidang Perdagangan, Petugas Pengawas Perdagangan
dan/atau PPN2S-DAG dapat melakukan pengamanan
terhadap Barang hasil pengawasan dan/atau lokasi
objek pengawasan atau tempat Barang hasil
pengawasan diternukan,

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemasangan tanda pengaman.

Pernbukaan atau pelepasan tanda pengaman
dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan
dan/atau PPNS-DAG.

Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
memindahtangankan, memanfaatkan, atau
melakukan tindaken lain yang mengakibatkan
perubahan pada jumlah, bentuk, jenis, dan/atau tipe
Barang selama dilakukan pengamanan.

Pelaku Usaha atau pihak lain vang menguasai Barang
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
membuka, melepas, atau merusak tanda pengaman.

Pelaku Usaha atau pihak lain yang menguasai Barang
vang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

52. Ketentuan . .,
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52, Ketentuan ayat (1) Pasal 158 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1]

(2]

Pasal 158

Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi
yvang benar sesual kebutuhan Petugas Pengawas
Perdagangan, PPNS-DAG, dan/fatau pegawal yang
telah ditetapkan.

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu)

pasal, vakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2]

(3

<)

Pasal 1594

Dalam  hal berdasarkan  hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, ditemukan
Barang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, Menteri dapat menerbitkan perintah
kepada Pelaku Usaha, berupa:

a. pelarangan mengedarkan untuk sementara
waktu;

b. pengiriman kembali Barang Ilmpor keluar daerah
pabean atau dieckspor kembali (re-Ekspor];
dan/atau

¢. pemusnahan Barang,

Terhadap Barang tertentu hasil pengawasan yang
tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, Menter! dapat menetapkan tndak
lanjut hasil pengawasan, berupa:

a. lelang dan/atau
b. hibah.

Pelaku usaha vang tidak melaksanakan perintah
sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dikenal sanksi
administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenal meckanisme
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

54. Ketentuan . ..
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Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 161 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

(1) Dalam  hal berdasarkan  hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, ditemukan
Importir  vang  tidak  mencantumkan atau
mencantumkan data Perizinan Berusaha dan/atau
dokumen venfikasi atau penclusuran tekms dalam
dokumen pemberitahuan pabean Impor secara tidak
benar karena tdak memiliki kelengkapan dokumen
Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan Impor,
dikenai sanksi administratil.

(2] Dihapus.
(31 Dihapus.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3] Pasal 162 dihapus sehingga
berbunyi sebaga benkut:

Pasal 162

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan
Importir melakukan importasi Barang yang jumlahnya
melebihi volume atau jumlah yang tercantum dalam
Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratil.

(2] Dihapus,
(3] Dihapus.

Pasal 163 dihapus.

Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan
disisipkan 1 (satu) bagian, vakni Bagian EKetujuh A
sehingza berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Larangan Kegiatan Importasi

Di antara Pasal 163 dan Pasal 164 disisipkan 1 (satu)
pasal, wvakni Pasal 163A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1634 . . .
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Pasal 163A

Dalam hal Importir dikenai sanksi administratif, Menter
dapat menyampaikan surat permintaan larangan kegiatan
importasi yvang dilakukan oleh Importir kepada menteri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

retenfuan Pasal 160 diubah schingga berbunyi sebagai
perikut:

(1)

(2)

Pasal 166

Pelaku Usaha yvang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1}, Pasal 5 avat (3},
Pasal b ayat (1], Pasal 6 ayat (3], Pasal 9 ayat (1}, Pasal
10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1}, Pasal
12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1}, Pasal
20 ayat (1}, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1], Pasal
29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, Pasal 54, Pasal
53 ayat (1), Pasal 535 avat (2), Pasal 55 ayat (3}, Pasal
55 ayat (4], Pasal 55 ayat (5}, Pasal 61 ayat (1), Pasal
63 ayat (2], Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (3), Pasal
91 avat (1), Pasal 92 ayat (1], Pasal 93, Pasal 94 avat
(4], Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 avat [2), Pasal 97 ayat
(3), Pasal 98 avat (2), Pasal 98 ayat (3], Pasal 99 ayat
(1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 102 ayat (2), Pasal 103,
Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1}, Pasal 107 ayat
(2], Pasal 107 ayat (7), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109
ayat (1), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (4], Pasal
111 ayat (2}, Pasal 119 ayat (1}, Pasal 120 ayat (1},
Pasal 120 ayat (2], Pasal 128 ayat (1}, Pasal 129, Pasal
131 avat (1), Pasal 131 avat (2), Pasal 134, Pasal 137
ayat (1), Pasal 156 ayat (4), Pasal 156 ayat (5], Pasal
158 ayat (1), Pasal 139 ayvat {2), Pasal 1594 ayat (3},
Pasal 160, Pasal 161 ayat (1), dan/atau Pasal 162 ayat
(1), dikenai sanksi administratif.

Sankst admimistratif scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] dapat berupa:

a. teguran tertulis;

b,  penghentian sementara kegiatan usaha;
¢. paksaan pemerintah;

d. denda administratif;

e. permnbekuan . . .
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e. pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha; dan/atau

. pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kepiatan
Usaha.

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf c berupa:

a. pengamanan Barang;

penarikan Barang dan Distribusi;
penutupan lokasi usaha;
penutupan Gudang;

penutupan atau pemblokiran sistem elektronik
dan/atau media internet lain yang dipergunakan
untuk kegiatan Perdaganpan secara daring;
dan/atau

moA o o

. tindakan lsin yang bertujuan menghentikan
pelangearan.

Pengenaan  sanksi administratii sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dapat dilakukan secara:

a, kumulatif atau bertahap; dan
b. tidak bertahap.

Pengenaan sanksi administratif yang dilakukan
secara kumulatf atau bertahap sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) hurufl a merupakan
pengenaan  sanksi yang diawali dengan teguran
tertulis.

Pengenaan sanksi administratif vang dilakukan
secara lidak bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] huruf b merupskan pengenaan sanks: yvang
tidak diawali dengan teguran tertulis.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan
dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kerugian
konsumen; dan/atauy

¢. sudah ada dampak yang dibbmbulkan namun
dapat diperbaiki dengan mudah.

(8] Tata . . .
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Tata care pengenaan sanksi  administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi scbagai
berikut:

(1)

(2]

Pasal 168

Sanksi administratif berupa teguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2)
huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali masing-
masing untuk jangka wakm paling lama 14 (empat
belas) hari kerja.

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
aval (1} dilakukan oleh Menteri.

Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

(1)

1<)

(3]

Pasal 169

Dalam hal dikenakan sanksi administratif secara
kumulatif atau bertahap, penghentian sementara
kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan
Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha dan/fatau Perizinan
Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2]
huraf b, huruf ¢, hurul e, dan huruf f dikenakan sejak
berakhirnya jangka waktu teguran tertulis.

Sanksi administratil berupa penghentian sementara
kegiatan usaha, paksaan pemerintah, pembekuan
Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dikenakan sampai Pelaku Usaha melakukan
perbaikan terhadap pelanggaran yvang dilakukan.

Pelaku usaha vang dikenai sanksi pencabutan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha
kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

62, Pasal 170 . . .
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62, Pasal 170 dihapus.

63. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

4.

B5.

(1}

(2]

(<]

Pasal 171

Pengenaan  sanksi  administratif berupa denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166
ayat (2) huruf d dapat dikenakan apabila Pelaku
Usaha tidak melakukan perbaikan terhadap
pelangparan vang dilakukan setelah janpka waktu
pengenaan sanksi administratil berupa penghentian
sementara Kegiatan usaha atau paksaan pemerintah.

Pengenaan sanksi administratf berupa denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan untuk setiap hari keterlambatan Pelaku
Usaha melakukan perbaikan untuk paling lama 30
(tiga puluh] hari sejak ditetapkannya pengenaan
sanksi denda administratif.

Pengenaan sanksi denda administratil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Ketentuan Pasal 172 diubah schingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 172

Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha
vang tidak melakukan perbaikan danfatau tidak
membayar denda administratif terhadap pelanggaran
yvang dilakukan setelah selesainya jangka waktu
penctapan sanksi denda administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha,

Pelaku wusaha yang dikenai sanksi pencabutan
Perizinan Berusaha sebapgaimana dimaksud pada
avat (1) dapat mengajukan Perizinan Berusaha
kembah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
penetapan pencabutan Perizinan Berusaha.

ketentuan ayat (2} Pasal 174 diubah schingga berbunyi
sebapai berikut:

Pasal 174 ..
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Pasal 174

Pernerintah  Pusat melakukan evaluasi atas
pelakzanaan Peraturan Pemerintah ini dengan
memperhatikan perkembangan dan peningkatan
ekosistemn investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta kerja.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh:

a. menteri yang menyvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan
urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian; atau

b. menteri yang menvelenggarakan sinkronisasi dan
koordinas: serta pengendalian urusan
kementerian di bidang pangan.

66, Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagail
berikut:

Pasal 178

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlalkua:

&.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pengenaan Sanksi Adroumistratif kepada Pemilik
Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
(Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6346);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang
Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 131); dan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toke Modern,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pazal I

Peraturan Pemerninteh ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghkan.

Agar., ..
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Agar  setiap orang  mengetehuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran  Negara — Republik
Indonesia,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

MENTEERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttel,

PRASETYO HADI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januar 2026
PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRABOWO SUBIANTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuail dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PEN.JELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi dinamika pembangunan nasional dan
untuk menciptakan pemenntahan yang transparan, inklusif, dan efisien,
vang didukung organisasi kementerian negara yang lincah, responsif,
efektif, dan kolaboratif, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 139 Tahun 2024 tentanp Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Berdasarkan
Peraturan Presiden tersebut dibentuk beberapa kementerian nepgara pada
Kabinet Merah Putih, antara lain 7 [tujuh) kementerian koordinator
termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian
Koordinator Bidang Pangan dengan tujuan utama yaitu untuk eptimalisasi
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah
terutama bidang perekonomian dan bidang pangan.

Dengan adanya perubahan penataan tugas, fungs, organisasi, dan
nomenklatur kementerian negara tersebut, terdapat pergeseran tugas dan
fungsi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
Kementerian Koordinator Bidang Pangan sehingga perlu mengubah
ketentuan kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Selain hal tersebut, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Periznan Berusaha
Berbasis Risiko dan memperhatikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta
upaya untuk penguatan Distribusi dan memberikan kemudahan berusaha,
perlu dilakukan penyesualan dan penyvempurnaan beberapa ketentuan
dalam peraturan pemerintah di bidang Perdagangan dalam negeri serta
perlindungan Konsumen dan tertib niaga antara lain sarana Perdagangan
dan distribusi barang, standardisasi dan metrolog legal, serta pengawasan.

II. PASAL .. . .
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Anghka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angla 2
Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Barang tertentu” adalah
Barang dalam  pelaksanaan  kebijakan dan
pengendalian Ekspor dan Impor yang diperiukan
pemeriksaan dan/atau pemastian Barang vyang
dilakukan oleh survevor,

Ayat [2)
Culcup jelas.

Avat {3}
Culup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 9
Avyat (1)
Culcup jelas.
Avat (2}

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah
dalam hal Barang vang dibutuhkan oleh Pelaku
Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum
dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga
perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri
untuk tujuan pengembangan Ekspor, peningkatan
daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi
industr, pembangunan infrastruktur, dan/atan
dickspor kembali.

Selain . . .
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Selain  itu, dalam hal terjadi bencana alam
dibutuhkan Barang atau peralatan dalam kondisi
tidak baru dalam rangka pemulihan dan
pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam
serta Barang bukan baru untuk keperiuan lainnya
sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayat (4]

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka b
Pasal 14
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat (2

Perizinan Berusaha di bidang Impor terdin atas
Importir Terdaftar, [mportir Produsen, dan/atau
Persetujuan Impor.

Avat (3]

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.

Ayat [3) .. .
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Avart (3)
Cukup jelas.
Avat (&)
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 19A
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2}
Koordinasi terkait penentuan jenis komoditas pangan
atanl neonpangan diperuntukkan terbatas bagi
komoditas yvang belum dapat ditentukan jenis
kelompok komoditasnyva secara langsung seperti
minvak jelantah {used cooking oil).
Angka ©
Pasal 20
Cukup jelas,
Angka 10
Pasal 26
Dihapus.
Angka 11
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3]

Dihapus.

Angka 12
Pasal 30
Avar (1}
Cukup jelas.
Ayart (2]
Dihapus
Ayat (3]
Cukup jelas.
Avat (4)
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 34
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 33

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2]

Cukup jelas.
Avat (3)

Culoup jelas.
Ayat (4]

Dihapus.
Ayat (3]

Cukup jelas.

Angka 15 . ..
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Angka 15
Pasal 37

Axat (1)
Cukup jelas.

Ayat |2
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “toko dengan sistem
pelayanan konvensional” adalah toko vang
tidak menerapkan sistem pelayanan mandiri,
sepertt misalnya toko kelontong dan warung,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 39
Cukup jelas.

Anghka 18
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 41
Culkup jelas.

Angka 20 . . .
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Angka 20
Pasal 43
Culoup jelas.

Angka 21
Pasal 44
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 45A
Culkup jelas:

Angka 23

Pazal 51

Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 1A

Huruf a

Besaran iuran keanggotan atau pendaftaran sebagai
Perjual Langsung memiliki nilai yang lebih besar dan
nilai ekonomis starter kit atau alat bantu penjualan
yvang diperoleh pada saat pendaftaran.

Hurui b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Culkup jelas.

Angka 25 . .,
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Angka 25
Pasal 54
Ayat (1]
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "produk yang bersifat
investasi” adalah instrumen atau aset finansial
yvang dibeli investor dengan  harapan
memperoleh  keuntungan di masa depan
berupa saham, obligasi, rcksadana, logam
mulia emas, dan logam mulia lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Avat (2}
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 60
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 64
Culcup jelas.
Anglca 28
Pasal 65
Cukup jelas.
Angia 29
Pasal 68
Cukup jelas.

Angka 30 . . .
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Angka 30
Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 73
Cukup jelas,

Angka 32
Pasal 98

Avart (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Dihapus.
Ayat (3]

Dihapus.

Angka 33
Pasal 98A
Cukup jelas,

Angka 34
Pasal 99
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 108
Cukup jelas.
Angka 36 . . .
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Angka 36
Pasal 109
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 112
Cukup jelas,
Anglka 38
Pasal 113
Culup jelas.
Angka 39
Pasal 121
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Culkup jelas.
Aval (3}
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Avat (3]
Dihapus,
Angka 40
Pasal 128
Cukup jelas.
Angka 41
Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(d) ...

SK No 284793 A



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

et &

Ayat (2)

Pengaturan tentang BDKT berlaku untuk BDKT yang
diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia.

Avat (3)

Cukup jelas.
Avat [4)

Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 134
Cukup jelas.

Anghka 43
Pasal 135
Avat (1)

Huruf a
Cukup jelas,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “hitungan® seperti
batang, lembar, butir, buah, keping.

Ayat (2]

Cukup jelas.
Avyat (3)

Cukup jelas.
Avat (4)

Cukup jelas.
Avat ()

Cukup jelas.

Angka 44 | | .

SK No 184792 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12.

Angka 44
Pasal 136
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 137
Cukup jelas.

Angka 46
Paszal 139

Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 140
Dihapus,

Angka 48
Pasal 145
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 149
Cukup jelas,

Angka 50
Pasal 155
Cukup jelas.

Angha 51
Pazal 156
Cukup jelas.
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Anglka 52
Pasal 158
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pegawai vyang telah
ditetapkan” adalah Aparatur Sipil Negara yang
diusulkan dan ditetapkan melakukan kegatan
PENEAWASAT.

Ayat |2)
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 159A
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Dihapus.
Ayat (3]
Dihapus.

Anghka 55
Pasal 162
Ayat (1)
Culkup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.
Avat (3)
Dihapus.

Angka 36 . . .
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Angka 56
Pasal 163
Dihapus,

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 58
Pasal 163A
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 166
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 168
Cukup jelas.

Angka Bl
Pasal 169
Cukup jelas.

Angka 62
Pasal 170
Dihapus

Anpgka 63
Pasal 171
Cukup jelas.
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Angla 64
Pazal 172
Cukup jelas.

Angka 63
Pasal 174
Culkup jelas.

Angka 66
Pasal 178
Cukup jelas.
Fasal [l

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7156
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